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Tentang
Administrasi Pencatatan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan

Pemohon . Emir Dhia Isad, dkk

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945).

Pokok Perkara . Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat
(2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal
29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan . Kamis, 29 September 2022.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon | dan Pemohon Il sebagai perorangan warga negara Indonesia, merupakan
Sarjana Hukum yang memiliki kesamaan minat sebagai pemerhati Hukum Keluarga.
Pemohon Ill sebagai perorangan warga negara Indonesia, merupakan Sarjana Hukum yang
memiliki kesamaan minat sebagai pemerhati Hukum sekaligus kepala keluarga bagi istri dan
buah hatinya. Para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya atas keberlakuan
penjelasan pasal a quo yang memberikan legitimasi terhadap penyelewengan hukum berupa
perkawinan antar umat berbeda agama;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon
adalah permohonan untuk menguiji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006)
terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1)
huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo;

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, dalam menguraikan profesinya
sebagai pemerhati Hukum Keluarga tidak memberikan bukti yang cukup sehingga dapat
menyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon telah aktif melakukan kegiatan-kegiatan
yang berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang dimohonkan pengujiannya vyaitu
Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 yang pada pokoknya mengatur mengenai
administrasi pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pengadilan;

Selain itu, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon atas berlakunya Penjelasan
Pasal 35 huruf a UU 23/2006 yang dianggap sebagai legitimasi atas perkawinan beda
agama sehingga menyebabkan para Pemohon merasa resah, menurut Mahkamah, hal
tersebut merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan pula kebenarannya. Adapun terkait
dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon Il yang menerangkan telah



memiliki keturunan sehingga setidak-tidaknya berpotensi anaknya akan tercatat dalam
perkawinan beda agama, hal itu tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Il karena dalam bukti
P-3 berupa KTP Pemohon Ill masih berstatus belum menikah. Dengan demikian, menurut
Mahkamah para Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun
potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan oleh
berlakunya Penjelasan Pasal a quo. Terlebih lagi, dalam permohonan para Pemohon sama
sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian.

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan
pada 21 Juli 2022, Majelis Hakim Panel telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar
memperbaiki uraian kedudukan hukumnya sehingga Mahkamah dapat meyakini bahwa para
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Namun dalam
perbaikan permohonan, para Pemohon masih belum dapat menguraikan kerugian hak
konstitusional yang bersifat khusus atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan terjadi. Para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan hubungan
sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya
Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah meskipun Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



